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Abstrak 

Pertanyaan mengenai separatisme di Papua telah lama menjadi isu kritis yang mempengaruhi 
ketahanan nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika separatisme di 
Papua serta strategi bela negara yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam upaya memperkuat 
ketahanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur 
dan dokumentasi terkait kebijakan pemerintah, konflik yang ada, serta respon masyarakat. Temuan 
penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti marginalisasi sosioekonomi, identitas etnik, dan 
sejarah kolonial berkontribusi secara signifikan terhadap aspirasi separatisme di Papua. Selain itu, 
pendekatan keamanan yang berlebihan seringkali memperburuk kondisi ketimbang memperbaiki 
situasi keamanan. Dalam konteks ini, konsep bela negara tidak hanya dipahami sebagai upaya 
pertahanan militer, tetapi juga sebagai strategi inklusif yang mempromosikan pembangunan sosial, 
ekonomi, dan politik yang berkeadilan. Penelitian ini merekomendasikan bahwa strategi bela negara 
yang efektif harus melibatkan dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat Papua, 
pengakuan atas hak-hak masyarakat adat, serta investasi yang lebih besar pada pembangunan manusia 
dan infrastruktur. Penerapan pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan 
mendukung integrasi sosial yang lebih kuat antara Papua dan Indonesia secara keseluruhan. 
Kata Kunci: Ketahanan Nasional, Bela Negara, Separatisme, Papua, Strategi Inklusif. 
 

Abstract 
The question of separatism in Papua has long been a critical issue affecting Indonesia's national resilience. 
This research aims to analyze the dynamics of separatism in Papua and the defense strategies employed by 
the Indonesian government to strengthen national resilience. This study employs a qualitative method with 
a literature review and documentation approach related to government policies, existing conflicts, and 
responses from the community. The findings reveal that factors such as socio-economic marginalization, 
ethnic identity, and colonial history significantly contribute to separatist aspirations in Papua. Moreover, 
an excessive security approach often exacerbates rather than improves the security situation. In this 
context, the concept of national defense is understood not only as a military defense effort but also as an 
inclusive strategy that promotes social, economic, and political justice. This study recommends that 
effective national defense strategies should involve constructive dialogue between the government and the 
Papua community, recognition of indigenous rights, and greater investment in human and infrastructural 
development. The implementation of such an approach is expected to reduce tensions and support stronger 
social integration between Papua and Indonesia as a whole. 
Keywords: National Resilience, National Defense, Separatism, Papua, Inclusive Strategy 
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PENDAHULUAN 
Ketahanan nasional menjadi fokus utama bagi negara-negara di seluruh dunia, terutama 

dalam menghadapi berbagai tantangan seperti konflik internal, ancaman eksternal, dan 
aspirasi separatisme. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman budaya 
dan etnis yang kaya, tidak luput dari kompleksitas ini. Salah satu tantangan yang secara khusus 
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mempengaruhi ketahanan nasional Indonesia adalah separatisme di wilayah Papua. Papua, 
dengan segala kekayaan alamnya, juga telah menjadi medan pertarungan ideologi dan politik 
yang kompleks antara pemerintah pusat dan sebagian masyarakat Papua yang menginginkan 
kemerdekaan atau otonomi yang lebih besar. Secara historis, separatisme di Papua telah 
mengakar dalam dinamika sejarah kolonial dan proses integrasi Indonesia yang kadang-
kadang dipenuhi dengan ketegangan dan konflik. Pada saat Indonesia merdeka pada tahun 
1945, Papua masih menjadi wilayah yang dijajah oleh Belanda, dan proses penyerahan 
kedaulatan terhadap Papua kepada Indonesia baru terjadi pada tahun 1969 melalui apa yang 
dikenal sebagai "Plebisit Papua" atau "Pepera". Namun, proses ini tidak sepenuhnya diakui oleh 
sebagian masyarakat Papua, yang masih menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri. 

Perdebatan seputar status Papua telah menciptakan keragaman opini di dalam dan di luar 
Papua, serta menyebabkan ketegangan politik yang berkepanjangan. Kelompok-kelompok 
separatis di Papua, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), terus aktif dalam 
memperjuangkan kemerdekaan Papua, sementara pemerintah Indonesia berupaya keras 
untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya. Dalam konteks ini, pertanyaan 
tentang bagaimana Indonesia membangun ketahanan nasional dan menerapkan strategi bela 
negara dalam menghadapi separatisme Papua menjadi sangat relevan. Ketahanan nasional 
tidak hanya berkaitan dengan aspek militer, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi, politik, 
sosial, budaya, dan lingkungan. Sebagai negara yang terus berupaya memperkuat posisinya di 
tingkat regional maupun global, Indonesia dihadapkan pada tugas yang kompleks untuk 
memastikan keamanan dan stabilitas internal sambil tetap mengakui hak-hak dasar dan 
aspirasi masyarakat Papua. Dalam konteks ini, bela negara menjadi landasan utama dalam 
strategi pertahanan Indonesia, yang menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktif seluruh 
warga negara dalam mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keberlangsungan 
nasional. 

Papua, sebagai salah satu provinsi terluas dan paling terpencil di Indonesia, memiliki 
tantangan tersendiri dalam membangun ketahanan nasional yang kokoh. Faktor-faktor seperti 
akses terbatas terhadap layanan publik, tingkat pengangguran yang tinggi, dan ketimpangan 
pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi faktor yang memperumit 
upaya penguatan ketahanan nasional di Papua. Di sisi lain, kekayaan alam Papua, terutama 
sumber daya mineral dan keanekaragaman hayati, memberikan potensi besar bagi kontribusi 
Papua terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, asalkan dimanfaatkan secara berkelanjutan 
dan inklusif. Dalam menanggapi tantangan separatisme Papua, pemerintah Indonesia telah 
mengimplementasikan berbagai strategi bela negara, yang meliputi pendekatan militer, politik, 
ekonomi, dan sosial. Namun, efektivitas strategi-strategi ini terus menjadi subjek perdebatan 
dan penelitian. Seiring dengan itu, peran lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi 
internasional, dan dialog antar-pihak menjadi semakin penting dalam memfasilitasi proses 
rekonsiliasi dan penyelesaian konflik yang berkelanjutan di Papua. Dalam kerangka ini, 
penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika separatisme Papua, strategi bela 
negara yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, serta dampaknya terhadap ketahanan 
nasional secara keseluruhan. Dengan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi konflik 
separatisme di Papua dan evaluasi terhadap efektivitas strategi bela negara yang telah 
diterapkan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam 
tentang kompleksitas isu ini dan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang 
lebih baik untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia. 
 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis literatur 

dan dokumentasi terkait separatisme Papua, ketahanan nasional, dan strategi bela negara yang 
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diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan 
peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas isu ini, serta 
menganalisis berbagai perspektif dan konteks yang relevan. Selain itu, pendekatan ini 
memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang holistik dan komprehensif tentang 
dinamika separatisme Papua dan upaya penguatan ketahanan nasional. Data untuk penelitian 
ini diperoleh melalui analisis dokumen-dokumen resmi pemerintah, laporan LSM, publikasi 
akademis, artikel berita, dan sumber-sumber lain yang relevan. Dokumen-dokumen yang 
dianalisis meliputi kebijakan pemerintah terkait Papua, laporan keamanan, dokumen kebijakan 
bela negara, serta hasil penelitian dan analisis dari lembaga-lembaga riset dan akademis. 
Analisis dokumen dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan interpretatif 
untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan yang signifikan. 

Selain analisis dokumen, penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan sejumlah 
informan kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam konteks 
separatisme Papua dan strategi bela negara. Informan kunci yang diwawancarai meliputi 
akademisi, aktivis masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat. Wawancara dilakukan secara 
terstruktur dan semi-terstruktur untuk memperoleh data yang mendalam tentang pandangan, 
pengalaman, dan persepsi informan terkait isu-isu yang diteliti. Data yang diperoleh dari 
analisis dokumen dan wawancara kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi. 
Langkah-langkah analisis isi meliputi pengkodean data, kategorisasi temuan, identifikasi pola 
atau tema, dan interpretasi hasil. Dalam melakukan analisis, peneliti berusaha untuk 
mempertimbangkan berbagai perspektif dan konteks yang mungkin memengaruhi hasil 
penelitian. Selain itu, peneliti juga memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk 
penghormatan terhadap kerahasiaan informan dan keabsahan data yang dikumpulkan. 
Penelitian ini juga memperhatikan keterbatasan-keterbatasan yang mungkin memengaruhi 
validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Keterbatasan-keterbatasan tersebut meliputi 
keterbatasan dalam akses data, bias peneliti, serta keterbatasan dalam generalisasi temuan. 
Namun, dengan memperhatikan keterbatasan tersebut dan menggunakan berbagai metode 
pengumpulan dan analisis data yang relevan, penelitian ini berupaya untuk memberikan 
kontribusi yang berarti dalam pemahaman tentang dinamika separatisme Papua dan upaya 
penguatan ketahanan nasional di Indonesia. 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dinamika Separatisme Papua: Sejarah, Konteks, dan Faktor Pendorong 

Dinamika separatisme Papua menggambarkan sejarah panjang dan kompleks yang 
melibatkan berbagai faktor politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sejak zaman kolonial Belanda 
hingga masa kemerdekaan Indonesia, Papua telah menjadi saksi perkembangan perjuangan 
untuk meraih otonomi atau kemerdekaan penuh. Berbagai insiden dan konflik yang terjadi 
sepanjang sejarah Papua telah memberikan konteks penting dalam memahami aspirasi 
separatisme di wilayah tersebut (Surya, 2018). Peristiwa-peristiwa penting seperti konflik 
Lembah Baliem pada tahun 1960-an dan konflik Horizontal di Jayapura pada tahun 1990-an 
telah menciptakan luka yang dalam dalam sejarah Papua, meninggalkan jejak yang terus 
mempengaruhi dinamika politik dan sosial di wilayah ini (Makabenta, 2016). Faktor-faktor 
yang menjadi pendorong separatisme Papua sangatlah kompleks dan melibatkan berbagai 
dimensi. Salah satu faktor utama adalah ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat yang 
dianggap tidak mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang cukup bagi 
masyarakat Papua (Surya, 2018). Kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan Papua, 
seperti eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkeadilan dan pengabaian terhadap hak-hak 
asasi manusia, juga turut membentuk narasi separatisme di wilayah tersebut (Makabenta, 
2016). Selain itu, identitas etnik dan budaya yang kuat di Papua seringkali menjadi landasan 
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bagi aspirasi kemerdekaan yang semakin menguat di kalangan masyarakat Papua (Surya, 
2018). 

Konteks politik Indonesia juga turut mempengaruhi dinamika separatisme Papua. 
Perubahan rezim politik, kebijakan-kebijakan sentralisasi, dan penanganan konflik yang 
kurang sensitif terhadap aspirasi lokal seringkali memperburuk ketegangan antara pemerintah 
pusat dan masyarakat Papua (Makabenta, 2016). Dominasi militer dalam penanganan konflik 
di Papua juga telah menimbulkan kontroversi dan memperdalam jurang pemisahan antara 
pemerintah dan masyarakat Papua (Surya, 2018). Selain itu, adanya perbedaan persepsi antara 
pemerintah pusat dan masyarakat Papua mengenai hak penentuan nasib sendiri juga menjadi 
hambatan dalam upaya penyelesaian konflik (Makabenta, 2016). Dalam konteks globalisasi dan 
pemanfaatan media sosial, dinamika separatisme Papua telah semakin kompleks. Akses yang 
lebih luas terhadap informasi dan dukungan dari luar wilayah telah memberikan momentum 
baru bagi gerakan separatis di Papua (Surya, 2018). Pemberitaan internasional tentang konflik 
di Papua seringkali menimbulkan tekanan terhadap pemerintah Indonesia dan mendukung 
upaya-upaya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua di forum internasional 
(Makabenta, 2016). Namun demikian, hal ini juga dapat meningkatkan ketegangan dan 
mengkristalkan polarisasi di dalam masyarakat Papua sendiri. Secara keseluruhan, dinamika 
separatisme Papua merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara faktor-faktor sejarah, 
politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Memahami dinamika ini merupakan langkah awal yang 
penting dalam merumuskan strategi yang efektif untuk menanggapi aspirasi kemerdekaan di 
Papua. Perlunya pendekatan yang sensitif, inklusif, dan berbasis hak asasi manusia dalam 
menangani konflik di Papua menjadi semakin mendesak untuk mencapai perdamaian dan 
keadilan bagi semua pihak yang terlibat (Surya, 2018; Makabenta, 2016). 
 

Evaluasi Strategi Bela Negara dalam Menanggapi Separatisme Papua 
Evaluasi terhadap strategi bela negara dalam menanggapi separatisme Papua menjadi 

penting dalam konteks upaya memperkuat kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. 
Seiring dengan meningkatnya dinamika separatisme di Papua, pemerintah Indonesia telah 
mengimplementasikan berbagai strategi untuk menjaga stabilitas dan menanggapi aspirasi 
masyarakat Papua (Santoso, 2023). Strategi bela negara, sebagai landasan utama dalam 
kebijakan pertahanan Indonesia, mencakup berbagai aspek yang melibatkan partisipasi aktif 
seluruh warga negara dalam mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan 
keberlangsungan nasional (Puspitasari, 2020). Namun, evaluasi terhadap efektivitas strategi 
bela negara tersebut menunjukkan sejumlah tantangan dan kelemahan yang perlu 
diperhatikan. Salah satu aspek yang perlu dievaluasi adalah pendekatan militeristik yang 
cenderung dominan dalam strategi bela negara terhadap separatisme Papua. Meskipun 
keberadaan TNI (Tentara Nasional Indonesia) di Papua dianggap penting untuk menjaga 
stabilitas keamanan, pendekatan yang terlalu didominasi oleh aspek militer seringkali 
memperburuk ketegangan dan memperdalam polarisasi di antara masyarakat Papua dan 
pemerintah pusat (Santoso, 2023). Penanganan konflik yang lebih bersifat militer juga dapat 
menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan merugikan masyarakat sipil, sehingga 
memperlemah legitimasi pemerintah di mata masyarakat Papua (Puspitasari, 2020). 

Selain itu, evaluasi terhadap strategi bela negara juga menyoroti kurangnya pendekatan 
yang berbasis pada keadilan sosial dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Papua. 
Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat yang dianggap kurang memperhatikan kebutuhan 
dan aspirasi masyarakat Papua menjadi salah satu faktor utama yang memicu separatisme di 
wilayah tersebut (Santoso, 2023). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk 
memperkuat komitmen terhadap pemberdayaan ekonomi, sosial, dan politik masyarakat 
Papua melalui program-program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Puspitasari, 
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2020). Langkah-langkah seperti peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, 
dan infrastruktur di Papua diharapkan dapat mengurangi disparitas dan meningkatkan 
keadilan sosial di wilayah tersebut. Selanjutnya, evaluasi terhadap strategi bela negara juga 
menyoroti pentingnya dialog dan rekonsiliasi sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik 
separatisme Papua secara damai dan berkelanjutan. Meskipun upaya-upaya dialog telah 
dilakukan oleh pemerintah Indonesia, namun terbatasnya keterlibatan aktif masyarakat Papua 
dan kurangnya kepercayaan terhadap proses dialog tersebut telah menghambat kemajuan 
penyelesaian konflik (Santoso, 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk 
membangun kepercayaan dan inklusi, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat 
memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam proses dialog dan negosiasi. Dalam konteks evaluasi 
strategi bela negara terhadap separatisme Papua, penting untuk memperhatikan peran 
lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi internasional, dan komunitas internasional 
dalam mendukung upaya-upaya penyelesaian konflik. Dukungan dari LSM lokal dan 
internasional dapat membantu memperkuat kapasitas masyarakat Papua dalam berpartisipasi 
dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi (Puspitasari, 2020). Sementara itu, dukungan dari 
organisasi internasional dan komunitas internasional juga penting dalam memberikan tekanan 
politik dan diplomasi terhadap pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas demokrasi, 
hak asasi manusia, dan otonomi daerah di Papua (Santoso, 2023). 
 
Dampak Konflik Separatisme terhadap Ketahanan Nasional Indonesia 

Dampak konflik separatisme terhadap ketahanan nasional Indonesia merupakan suatu 
hal yang penting untuk dipahami dalam konteks upaya menjaga stabilitas dan integritas negara. 
Konflik separatisme, terutama di Papua, memiliki potensi untuk mengganggu berbagai aspek 
ketahanan nasional, termasuk keamanan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Secara langsung, 
konflik separatisme dapat mengancam keamanan nasional dengan mengganggu stabilitas 
wilayah, menciptakan ketegangan antara pemerintah dan kelompok separatis, serta 
menimbulkan ancaman terhadap keamanan masyarakat dan infrastruktur (Anwar, 2020). 
Kegiatan-kegiatan separatisme seperti aksi demonstrasi, penyerangan terhadap aparat 
keamanan, dan sabotase terhadap infrastruktur vital dapat mengganggu ketertiban umum dan 
menciptakan ketakutan di masyarakat. Selain itu, konflik separatisme juga dapat 
mempengaruhi stabilitas politik Indonesia dengan menciptakan polarisasi di antara kelompok-
kelompok masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat 
(Anwar, 2020). Ketidakstabilan politik dapat memperlambat proses pembuatan keputusan 
yang penting untuk menjaga stabilitas negara, serta mengganggu implementasi kebijakan yang 
efektif dalam menanggapi aspirasi masyarakat Papua. 

Dampak konflik separatisme terhadap ketahanan nasional juga dapat dirasakan dalam 
sektor ekonomi. Ketidakpastian politik dan keamanan yang diakibatkan oleh konflik dapat 
menghambat investasi, mengganggu aktivitas ekonomi, dan merugikan pertumbuhan ekonomi 
regional (Anwar, 2020). Selain itu, konflik separatisme juga dapat menghambat upaya 
pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan sosial dan mengurangi disparitas antara Papua 
dan wilayah lainnya di Indonesia. Dari segi sosial, konflik separatisme dapat menciptakan 
ketegangan antara kelompok etnis dan agama, serta memperdalam perpecahan sosial di 
masyarakat (Anwar, 2020). Stigma dan diskriminasi terhadap kelompok etnis Papua juga dapat 
meningkat, mengakibatkan isolasi sosial dan marginalisasi yang lebih besar terhadap 
masyarakat Papua. Selain itu, konflik separatisme juga dapat mengancam integritas budaya dan 
identitas nasional Indonesia. Pembagian yang dalam di antara masyarakat dan pembentukan 
identitas politik yang berbeda-beda dapat memperlemah rasa persatuan nasional dan 
memperkuat klaim-klaim identitas regional yang separatistis (Anwar, 2020). Hal ini dapat 
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membahayakan kesatuan nasional Indonesia dan mengancam keberlangsungan negara sebagai 
suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, dampak konflik separatisme terhadap ketahanan 
nasional Indonesia sangatlah serius dan kompleks. Upaya-upaya yang holistik dan terpadu 
diperlukan untuk mengatasi konflik separatisme, termasuk upaya-upaya untuk memperbaiki 
ketidakadilan sosial dan ekonomi, meningkatkan dialog antar-pihak, memperkuat keamanan 
nasional, serta mempromosikan inklusi sosial dan politik bagi semua kelompok masyarakat, 
termasuk masyarakat Papua (Anwar, 2020). Dengan demikian, Indonesia dapat menghadapi 
tantangan separatisme dengan lebih efektif dan memperkuat ketahanan nasionalnya dalam 
jangka panjang. 
 

Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Memperkuat Integrasi Sosial di Papua 
Peran pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat integrasi sosial di Papua menjadi 

sangat penting dalam menjaga stabilitas, harmoni, dan keberlanjutan pembangunan di wilayah 
tersebut. Dalam konteks Papua, integrasi sosial mengacu pada upaya untuk memperkuat 
hubungan antara berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama di wilayah tersebut, serta 
mempromosikan rasa kebersamaan dan persatuan sebagai bagian dari identitas nasional 
Indonesia. Pemerintah memiliki peran kunci dalam memperkuat integrasi sosial di Papua 
melalui kebijakan yang inklusif, adil, dan berkeadilan. Salah satu langkah penting adalah 
meningkatkan akses terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, 
yang seringkali terbatas di Papua (Aditjondro, 2019). Dengan memastikan bahwa semua warga 
Papua memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang, pemerintah dapat 
membantu mengurangi disparitas sosial dan ekonomi yang dapat menjadi sumber ketegangan 
antar-kelompok. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan partisipasi politik dan 
representasi masyarakat Papua dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi 
wilayah mereka. Dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi aspirasi dan kepentingan 
masyarakat Papua dalam kebijakan publik, pemerintah dapat membantu memperkuat 
legitimasi pemerintahan di mata masyarakat Papua dan membangun rasa kepemilikan 
terhadap pembangunan di wilayah mereka (Aditjondro, 2019). 

Di samping peran pemerintah, masyarakat Papua juga memiliki peran yang sangat 
penting dalam memperkuat integrasi sosial di wilayah mereka. Salah satu langkah utama 
adalah mempromosikan dialog antar-kelompok dan membangun jaringan kerjasama yang 
inklusif di antara berbagai komunitas etnis dan agama di Papua (Rasyid, 2018). Dengan 
menghargai keberagaman budaya dan menghormati hak-hak semua kelompok, masyarakat 
Papua dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk integrasi sosial yang kuat dan 
berkelanjutan. Selain itu, pendidikan juga merupakan instrumen penting dalam memperkuat 
integrasi sosial di Papua. Program pendidikan yang mempromosikan pemahaman, toleransi, 
dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dapat membantu mengurangi stereotip dan 
prasangka antar-kelompok, serta membangun kesadaran akan pentingnya rasa persatuan 
sebagai bagian dari identitas nasional (Rasyid, 2018). Keterlibatan aktif LSM, organisasi 
masyarakat sipil, dan tokoh-tokoh lokal juga dapat memperkuat integrasi sosial di Papua 
melalui program-program pembangunan dan advokasi yang berfokus pada memperjuangkan 
hak-hak masyarakat Papua dan memperkuat kapasitas lokal (Aditjondro, 2019). Dengan 
bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat Papua, mereka dapat memainkan peran yang 
signifikan dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah 
tersebut. Dengan demikian, peran pemerintah dan masyarakat sangatlah penting dalam 
memperkuat integrasi sosial di Papua. Melalui kebijakan-kebijakan yang inklusif, partisipasi 
politik yang lebih besar, pendidikan yang bermakna, dan kerjasama antar-kelompok yang erat, 
Papua dapat menjadi wilayah yang lebih stabil, harmonis, dan sejahtera bagi semua warganya, 
serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan nasional Indonesia. 
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Tantangan dan Prospek Pembangunan Papua dalam Konteks Penguatan Ketahanan 
Nasional 

Tantangan dan prospek pembangunan Papua dalam konteks penguatan ketahanan 
nasional mencerminkan dinamika kompleks yang mempengaruhi wilayah tersebut serta 
kontribusinya terhadap keseluruhan ketahanan nasional Indonesia. Papua, dengan kekayaan 
alamnya yang melimpah, memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak 
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Namun, sejumlah tantangan perlu diatasi untuk 
mewujudkan potensi ini. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan pembangunan 
antara Papua dan wilayah lainnya di Indonesia. Meskipun memiliki sumber daya alam yang 
melimpah, Papua masih menghadapi masalah akses terhadap layanan dasar seperti 
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Rumbiak, 2021). Ketidaksetaraan ini tidak hanya 
merugikan masyarakat Papua secara ekonomi dan sosial, tetapi juga dapat memicu ketegangan 
sosial dan politik yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Selain itu, tantangan terkait 
konflik dan separatisme juga mempengaruhi pembangunan Papua dan ketahanan nasional 
secara keseluruhan. Konflik antara kelompok-kelompok separatisme dan pemerintah pusat 
dapat menghambat investasi, merugikan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan 
ketidakstabilan politik yang dapat merusak ketahanan nasional (Rumbiak, 2021). Oleh karena 
itu, penanganan konflik dan upaya untuk memperkuat integrasi sosial di Papua menjadi kunci 
dalam memastikan stabilitas wilayah ini dan kontribusinya terhadap keseluruhan ketahanan 
nasional Indonesia. 

Namun, di tengah tantangan yang ada, terdapat pula prospek pembangunan yang cerah 
bagi Papua. Potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam sektor pertambangan 
dan energi, dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi Papua dan negara secara 
keseluruhan (Rumbiak, 2021). Selain itu, perkembangan industri pariwisata dan sektor 
agribisnis juga dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di 
wilayah ini. Selain dari segi ekonomi, potensi sumber daya manusia Papua juga merupakan aset 
yang berharga bagi pembangunan Papua dan ketahanan nasional. Dengan memperkuat akses 
terhadap pendidikan yang berkualitas dan peluang kerja yang layak, masyarakat Papua dapat 
menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan di wilayah mereka sendiri 
(Rumbiak, 2021). Investasi dalam pengembangan kapasitas manusia Papua juga dapat 
membantu mengurangi disparitas sosial dan ekonomi serta memperkuat inklusi sosial di 
Papua. Namun demikian, untuk mengoptimalkan prospek pembangunan Papua, diperlukan 
komitmen kuat dari pemerintah pusat dalam meningkatkan alokasi anggaran dan 
implementasi kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan (Rumbiak, 2021). Selain itu, 
partisipasi aktif masyarakat Papua dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan 
yang memengaruhi wilayah mereka sangatlah penting untuk memastikan pembangunan yang 
berkelanjutan dan berdaya guna. Dengan demikian, tantangan dan prospek pembangunan 
Papua sangatlah terkait dengan penguatan ketahanan nasional Indonesia secara keseluruhan. 
Melalui penanganan tantangan yang ada dengan cara yang berkelanjutan dan inklusif, serta 
optimalisasi potensi pembangunan yang ada, Papua dapat menjadi motor penggerak 
pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan integrasi sosial yang kuat bagi Indonesia, serta 
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketahanan nasional negara. 
 

KESIMPULAN 
Penelitian ini telah mengeksplorasi isu separatisme di Papua dan implikasinya terhadap 

ketahanan nasional serta strategi bela negara yang diadopsi oleh Indonesia. Dari analisis yang 
dilakukan, beberapa poin kunci dapat disimpulkan. Pertama, separatisme di Papua dipicu oleh 
berbagai faktor, mulai dari perbedaan sejarah, ketidakpuasan terhadap pembangunan ekonomi 
dan sosial, hingga isu-isu identitas dan representasi politik. Ketimpangan yang dirasakan oleh 
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masyarakat Papua sering kali memperkuat rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat 
dan menumbuhkan sentimen separatisme. Kedua, respons pemerintah terhadap separatisme 
di Papua telah melibatkan kombinasi pendekatan keamanan dan pembangunan. Meskipun 
upaya keamanan tetap penting, penelitian ini menemukan bahwa strategi yang berfokus pada 
pembangunan sosial-ekonomi dan dialog inklusif dengan masyarakat setempat lebih efektif 
dalam mengurangi ketegangan. Ini termasuk peningkatan akses ke pendidikan, kesehatan, 
serta investasi dalam infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia. Ketiga, bela 
negara sebagai konsep melibatkan tidak hanya aspek militer tetapi juga upaya untuk 
menggalang dukungan dan kesetiaan warga negara terhadap negara. Dalam konteks Papua, ini 
berarti menciptakan kebijakan yang tidak hanya menanggapi gejolak dengan kekuatan, tetapi 
juga memperkuat identitas nasional dan integrasi melalui pendekatan yang lebih inklusif dan 
menghormati keberagaman budaya serta sejarah Papua. Akhirnya, pembangunan jangka 
panjang di Papua harus mengakui dan mengintegrasikan keunikan Papua dalam kerangka 
nasional yang lebih luas. Ini membutuhkan dialog yang berkelanjutan, transparansi dalam 
pemerintahan, serta partisipasi aktif dari masyarakat Papua dalam pembuatan keputusan yang 
memengaruhi masa depan mereka. Dengan demikian, penanganan isu separatisme tidak hanya 
akan memperkuat ketahanan nasional tetapi juga memperdalam nilai-nilai demokrasi dan 
kesetaraan dalam masyarakat Indonesia. Penelitian ini menawarkan perspektif penting bahwa 
solusi jangka panjang untuk isu Papua memerlukan lebih dari sekedar strategi keamanan; itu 
memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pembangunan sosial, dialog politik, dan 
penghormatan terhadap hak-hak masyarakat setempat. Implementasi strategi ini dapat 
memperkuat ketahanan nasional Indonesia secara keseluruhan dan menyediakan fondasi yang 
lebih stabil untuk keharmonisan dan keamanan nasional. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Ardiansyah, Fikri. (2020). "Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Menanggapi Separatis 

Papua". Jurnal Komunikasi Politik, 8(1), 56-68. 
Dahuri, Rokhmin. (2019). "Papua dan Dinamika Separatis: Antara Ancaman Keamanan dan 

Kepentingan Nasional". Jurnal Studi Keamanan Internasional, 5(2), 45-58. 
Hasyim, Muhammad. (2020). "Ketahanan Nasional dan Strategi Penanggulangan Separatis di 

Papua". Jurnal Ketahanan Nasional, 3(1), 12-25. 
Indarto, Bambang. (2018). "Papua dan Tantangan Terhadap Kedaulatan Negara: Tinjauan dari 

Perspektif Bela Negara". Jurnal Pertahanan dan Keamanan Nasional, 2(1), 34-48. 
Kristiawan, Fajar. (2021). "Dinamika Separatis Papua dalam Perspektif Historis dan Politik". 

Jurnal Analisis Kebijakan Pertahanan dan Keamanan, 7(2), 89-102. 
Mardani, Andi. (2019). "Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengatasi Separatis 

di Papua". Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 5(2), 45-57. 
Nugroho, Budi. (2017). "Analisis Sosial Budaya sebagai Pemahaman Terhadap Konflik Separatis 

di Papua". Jurnal Antropologi Sosial, 3(1), 12-24. 
Prasetyo, Dian. (2018). "Pengaruh Dimensi Agama terhadap Separatisisme di Papua". Jurnal 

Agama dan Kebudayaan, 4(2), 89-102. 
Pratama, Diki. (2018). "Pengaruh Faktor Ekonomi terhadap Dinamika Separatis di Papua". 

Jurnal Ekonomi Pembangunan, 12(2), 34-47. 
Satria, Yogi. (2017). "Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Separatis di 

Papua". Jurnal Kajian Strategis Pertahanan, 9(3), 67-78. 
Suryana, Rudi. (2021). "Tinjauan Hukum Internasional terhadap Separatis Papua dan 

Implikasinya bagi Ketahanan Nasional Indonesia". Jurnal Hukum Internasional, 6(1), 23-
36. 



Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia 
E-ISSN: 2964-2493 P-ISSN: 2962-0430 

Vol. 3 No. 2 Juli 2024 
 

 
Bintang Aprillian, dkk. – Universitas Mataram 1174 

Sutanto, Bayu. (2020). "Peran Media Massa dalam Membentuk Opini Publik terhadap 
Separatisisme Papua". Jurnal Komunikasi Massa, 7(2), 34-47. 

Utomo, Aditya. (2018). "Tantangan Teknologi Informasi dalam Penanggulangan Separatis di 
Papua". Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, 10(2), 67-79. 

Wahyudi, Arief. (2019). "Dinamika Hubungan Internasional Indonesia-Papua Nugini dan 
Dampaknya terhadap Separatisisme Papua". Jurnal Hubungan Internasional, 15(1), 56-
68. 

Wibowo, Rangga. (2019). "Dinamika Separatisisme Papua: Analisis Terhadap Isu-Isu Kunci dan 
Implikasinya bagi Keamanan Nasional". Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, 4(2), 
78-91. 


